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ABSTRAK

Pekerja migran Indonesia di sektor maritim memiliki resiko yang tinggi menjadi korban 

pelanggaran hak. Hal ini terjadi karena sebagian besar kegiatan terjadi di tengah lautan 

sehingga sulit melakukan pengawasan, banyak proses rekrutmen yang tidak sesuai dengan 

prosedur, dan peraturan Nasional yang belum di dukung ratifikasi konvensi internasional. 

Meratifikasi Maritime Labour Convention 2006 menjadi salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia di 

sektor maritim. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kepatuhan Indonesia 

terhadap Maritime Labour Convention 2006 (MLC) untuk melindungi pekerja migran di 

sektor maritim pada tahun 2016-2021. Dengan menggunakan teori kepatuhan dari Ronald 

B. Mitchell dengan teknik pengumpulan data melalui library research atau studi 

kepustakaan. Penulis melihat tingkat kepatuhan Indonesia terhadap Maritime Labour 

Convention 2006 (MLC) berada pada Non-compliance Due to Incapatity. Non-compliance 

Due to Incapatity adalah ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidakmampuan aktor baik 

negara dan aktor sub-negara. Keterbatasan yang disebutkan bisa terkait dengan masalah 

keuangan, administratif, dan teknologi. Dari hasil ini penulis menyimpulkan bahwa 

Indonesia telah menjalankan komitmen terhadap Maritime Labour Convention, akan tetapi 

ada ketidakmampuan dan keterbatasan yang membuat masih terjadinya pelanggaran hak 

pekerja migran asal Indonesia di kapal asing.

Kata Kunci: Kepatuhan, MLC, Pekerja Migran, Sektor Maritim, Indonesia
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ABSTRACT

Indonesian migrant workers in the maritime sector have a high risk of becoming victims of 

rights violations. This happens because most of the activities take place in the middle of 

the ocean making it difficult to supervise, many recruitment processes are not in 

accordance with procedures, and national regulations which do not yet support the 

ratification of international conventions. Ratifying of the Maritime Labour Convention 

2006 is one of the efforts made by the Indonesian government to improve the protection of 

Indonesian migrant works in the maritime sector. This research aims to see how 

workers in the maritime sector in 2016-2021. By using the compliance theory of Ronald B. 

Mitchell with data collection techniques through library research. The author sees that 

Non-compliance Due to Incapacity. Non-compliance Due to Incapacity is non-compliance 

caused by the incompetence of both state and sub-state actors. The limitations mentioned 

could be related to financial, administrative, and technological issues. From these results 

the author conclude that Indonesia has carried out its commitment to MLC 2006, but there 

are inadequacies and limitations that result in  violations of the rights of Indonesia migran 

workers on foreign ships.

Keyword: Compliance, Maritime Sector, Migran Workers, MLC,  Indonesia
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan pekerja migran di sektor maritim pada masa sekarang masih menjadi 

ancaman bagi para pelaut indonesia, tidak hanya pelaut yang bekerja pada kapal asing 

tetapi juga pada pelaut yang bekerja di dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Pelayaran, awak kapal adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan 

di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal dan mempunyai kewenangan dan tanggung 

jawab tertentu sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Sedangkan anak 

buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda. 

Pekerjaan di bidang ini memiliki risiko tinggi seperti resiko penipuan, penahanan 

upah, kriminalitas, praktik kerja paksa dan kondisi lingkungan kerja yang tidak layak. Hal 

ini terjadi akibat karena sebagian besar aktivitas pelayaran terjadi di tengah lautan, 

beroperasi melintasi batas Negara dari yuridiksi yang berbeda. Menurut Seafarers Rights 

International (SRI) permasalahan yang sering dihadapi oleh para pelaut/awak kapal adalah 

masalah seperti pelanggaran peraturan pelabuhan, penyelundupan bahan bakar, penipuan 

tenaga kerja, muatan dan pekerjaan illegal, perdagangan manusia, pencurian barang, 

perampokan, pembunuhan, kekerasan fisik dan kecelakaan kapal (Seafarers Rights 

International, 2018). 

Pada tahun 2015, Indonesia sendiri menempati peringkat ke 3 sebagai Negara 

pemasok pelaut, Indonesia memiliki sekitar 570.000 pelaut, 378.000 di antaranya bekerja 

pada kapal asing (Munir, 2016). Dengan jumlah pelaut seperti ini sudah seharusnya 
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pemerintah memberikan perhatian atau perlindungan kepada para pelaut, baik yang bekerja 

pada kapal nasional ataupun kapal asing. 

Tabel 1.1 Negara dengan pemasok pelaut terbanyak 

No Peringkat Negara Jabatan Officers Jabatan Ratings Tanggal dilakukan 

Ratifikasi 

1 Tiongkok Tiongkok Filipina Rusia : 20 Agustus 

2012 

2 Filipina Filipina Tiongkok Filipina : 20 

Agustus 2012 

3 Indonesia India Indonesia India : 9 Oktober 

2015 

4 Rusia Indonesia Rusia Tiongkok : 12 

November 2015 

Sumber : Diolah berdasarkan data dalam International Chamber of Shipping 2015 

(International Chamber of Shipping, 2015) 

Penyebab pekerja migran pada sektor maritim rentan menjadi korban terhadap 

pelanggaran hak adalah sulitnya upaya pengawasan dan keterbatasan akses ke tempat 

kejadian, karena terjadi ketika kapal sedang berlayar dilautan, proses rekrutmen yang tidak 

sesuai dengan prosedur, dan peraturan terkait penanganan dan perlindungan pekerja 

migran di sektor maritim belum didukung dengan konvensi internasional. 

Indonesia sendiri sudah memiliki peraturan nasional yang mengatur dan 

melindungi tentang kepelautan, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

Buku II Tahun 1839, Keputusan Menteri (KM) Nomor 70 Tahun 1998 Tentang 
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Pengawakan Kapal Niaga; Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang 

Pelayaran; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan; 

Peraturan Menteri (PM) Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi 

Pelaut, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut; dan Peraturan Menteri (PM) Nomor 84 Tahun 

2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Tetapi peraturan ini belum 

didukung oleh ratifikasi konvensi internasional, hal ini membuat masih kurangnya 

perlindungan pekerja migran pada sektor maritim. 

Salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia belum dapat meningkatkan 

perlindungan pekerja migran di sektor maritim terutama pada abk kapal perikanan adalah 

karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 yang mengatur 

tentang perlindungan abk kapal perikanan. Hal ini terjadi karena menteri ketenagakerjaan 

belum melaksanakan amanat dari dua Undang-Undang yang telah diterbitkan pemerintah 

yaitu Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan TKI di Luar Negeri, Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan pasal 337 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatakan bahwa ketentuan 

ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang ketenagakerjaan. Dalam perspektif hukum, pengabaian ini adalah 

sebuah pelanggaran. Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan berpendapat bahwa alasan 

terkuat untuk meratifikasi MLC 2006 adalah efektifitas. Karena konvensi ini sudah 

diratifikasi oleh 79 negara, dan Indonesia adalah Negara ke 80. Sedangkan konvensi ILO 

188 baru diratifikasi oleh 6 negara. Menteri ketenagakerjaan berpendapat bahwa konvensi 

ILO 188 baru efektif setelah diratifikasi minimalnya oleh 10 negara (SBMI, 2016). 
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International Labour Convention (ILO) adalah  badan Internasional yang 

bertanggung jawab untuk mengembangkan peraturan kapal untuk memastikan keselamatan 

dan keamanan pelayaran internasional. ILO memperjuangkan keadilan sosial dan hak asasi 

manusia bagi pekerja di sektor maritim untuk membentuk sebuah konvensi yang 

memperhatikan karakter, tanggung jawab, risiko, dan perbedaan sifat pelayaran dengan 

memperhitungkan waktu yang dibutuhkan selama pelayaran di laut lepas.  

Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) merupakan salah satu konvensi 

yang dikeluarkan oleh ILO untuk menjadi peraturan internasional dalam hal mengatur 

tentang pelaut. Dengan adanya MLC 2006, juga diharapkan dapat meminimalisir 

persaingan usaha yang tidak sehat, resiko, dan bahaya dari aktivitas pelayaran, serta tindak 

kejahatan seperti perampokan dan penyanderaan. Konvensi MLC 2006 disahkan pada 

tanggal 23 Februari 2006 di Jenewa. 

Sejak MLC  ditetapkan pada tahun 2006, Indonesia baru meratifikasi konvensi ini 

pada tahun 2016. Alasan Indonesia tidak meratifikasi konvensi ini adalah 1) Pemerintah 

Indonesia dan Indonesian National Shipbuilding Association (INSA) kurang kesiapan 

untuk mematuhi ketentuan MLC 2006. 2) Pemerintah Indonesia khawatir jika ratifikasi 

MLC 2006 akan berdampak pada sektor ekonomi, dan perdagangan luar negeri di 

Indonesia  menguasai laut Indonesia. 3) adanya peraduan kepentingan antara Kementerian 

Ketenagakerjaan dengan Kementerian Perhubungan (Wati, 2014). 

Indonesia sendiri akhirnya meratifikasi MLC 2006 pada tanggal 8 September 2016 

melalui persetujuan bulat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dilakukan karena 

menurut pemerintah Indonesia ratifikasi MLC memiliki suatu pengaruh signifikan untuk 

Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu Negara pemasok pelaut terbesar di 

dunia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memiliki sistem pengawasan yang 



5 
 

efektif dan terkoordinasi, pemantauan rutin dan tindakan pengendalian kapal lainnya yang 

diadopsi oleh otoritas berwenang. Seperti dikutip dari website ilo.org, Dede Yusuf (Komisi 

bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasional guna meningkatkan perlindungan, 

penghargaan, dan pemenuhan hak-hak dari pelaut Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip 

 (International Labour Convention, 2016).  

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melihat pengaruh rezim MLC 2006 

terhadap perubahan dalam perlindungan pekerja migran di sektor maritim dari tahun 2016-

2021. Untuk itu penulis akan mencoba menganalisa tingkat kepatuhan Indonesia terhadap 

Rezim MLC 2006. Oleh karena itu penulis memilih judul 

MIGRAN INDONESIA SEKTOR MARITIM PASCA RATIFIKASI MARITIME 

LABOUR CONVENTION 2006 (MLC) TAHUN 2016-  

. 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar Belakang diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan 

penulis jawab dalam penelitian ini adalah : Bagaimana tingkat kepatuhan Indonesia 

pada Maritim Labour Convention (MLC) untuk perlindungan pekerja migran 

Indonesia di sektor maritim 2016-2021? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam pertanyaan penulis di rumusan masalah, maka penulis memiliki tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan pemerintah Indonesia pada rezim Maritim 

Labour Convention 2006 untuk melindungi pekerja migran sektor maritim dan mengetahui 

kendala pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran sektor maritim. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis 

Menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya maupun penelitian 

yang serupa terutama mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dan juga besar harapan 

penulis agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan tentang kepatuhan pemerintah 

Indonesia pada rezim Maritim Labour Convention 2006 untuk melindungi pekerja migran 

sektor maritim. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi penulis 

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan dalam melihat kepatuhan indonesia terhadap MLC 2006 untuk melindungi 

pekerja migran di sektor maritim. 

b. Manfaat bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada khalayak umum 

sebagai sumber informasi dan wawasan baru mengenai kepatuhan indonesia terhadap MLC 

2006 untuk melindungi pekerja migran di sektor maritim. 

c. Manfaat bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, wawasan, dan bahan 

pertimbangan untuk pemerintah Indonesia agar dapat lebih fokus terhadap kebijakan 

perlindungan pekerja migran di sektor maritim untuk melindungi para pekerja indonesia 

yang bekerja di luar negeri. 
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